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ABSTRAK 

Di era globalisasi saat ini, banyak institusi pemerintahan telah beralih dari 

pekerjaan manual ke sistem online atau digital. Kemunculan aplikasi yang mudah 

digunakan oleh masyarakat umum telah meningkatkan efisiensi pelayanan 

pemerintah secara signifikan. Penggunaan sistem elektronik dalam pemerintahan 

didasarkan pada kebijakan untuk meningkatkan reformasi birokrasi. penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Kinerja dalam meningkatkan 

Kinerja pada pegawai dan apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menunjukkan Penerapan E-

Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen telah 

berjalan efektif dengan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan 

Kualitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, Kehadiran, dan Kerjasama aparatur sipil 

negara (ASN). Aparatur sipil negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dengan menggunakan E-

Kinerja dibandingkan dengan metode manual. Keunggulan E-Kinerja terletak 

pada inovasinya yang relevan dan terus digunakan oleh aparatur sipil negara 

(ASN) saat ini. Penerapan E-Kinerja juga memfasilitasi monitoring yang efektif 

terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN). Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penerapan E-Kinerja pada Sekretariat Daerah kabupaten Bireuen sudah memenuhi 

indikator dari E-Kinerja namun yang menjadi hambatan hanya pada masalah 

jaringan wifi yang kurang memadai. Dan sudah seharusnya bagi pemerintah harus 

mengatasinya agar penerapan E-Kinerja berjalan dengan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Di era globalisasi saat ini, mayoritas institusi pemerintahan sudah mulai 

melakukan transisi dari pekerjaan manual ke pekerjaan online atau digital. 

Munculnya aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan oleh semua masyarakat telah 

mempercepat pelayanan pemerintah. Penerapan sistem elektronik pada 

pemerintahan bertujuan untuk memperbaiki cara kerja birokrasi. Contoh sistem ini 

adalah E-Kinerja, E-Government, E-KTP, dan E-Budgeting, yang membantu 

mempermudah proses pengumpulan informasi dan proses regristrasi administrasi.
1
 

 Pemerintah berupaya meningkatkan kemudahan bagi pegawainya dengan 

mengalihkan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi 

berbasis teknologi. “Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan 

peluang dan tantangan bagi para programmer untuk menciptakan solusi yang 

berkualitas tinggi dan bermanfaat. Berbagai Aplikasi dibuat untuk mempermudah 

anggota PNS”.
2
  

 Aplikasi kinerja adalah platform berbasis web yang dipakai sebagai 

mengevaluasi dan mengukur kinerja pegawai dengan menganalisis tugas 

pekerjaan dan beban kerjanya, serta sebagai dasar penghitungan prestasi kerja.  

Penggunaan aplikasi E-Kinerja diperlukan karena terdapat situasi 

                                                           
 

1
 Latifah dan Fatmawati , Penerapan Sistem E-Kinerja Pada Pemerintahan Kota Bekasi  

(Jurnal  Administrasi Negara), Vol 29, No.1, April 2023, hlm. 2 

 
2
 Ryan Andrian dan Widya Cholil, Impelementasi E-Kinerja Terhadap Penilaian Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil (Jurnal Ilmiah Matrik), Vol 25, No.2 Agustus 2023, hlm. 167 
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dimana sejumlah pegawai tidak melakukan tugas dan fungsi penting dengan baik 

atau tidak sesuai dengan beban kerja yang seharusnya ditanggungnya.  

 Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi penggerak utama 

dalam proses pemerintahan di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai 

peran sentral dalam seluruh kegiatan pemerintahan. Salah satu langkah nyata 

pemerintah dalam menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan 

menciptakan sistem yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendorong koordinasi yang 

produktif antar lembaga pemerintah. Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai Negeri Sipil dianggap 

sebagai profesi yang bertugas mengatur dan mengembangkan diri, serta wajib 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjalankan prinsip-prinsip 

manajemen aparatur negara dalam melakukan tugasnya”.
3
 Beberapa penerapan 

teknologi dalam birokrasi (E-Government) bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

reformasi birokrasi, seperti penerapan sistem E-Kinerja dan inovasi lainnya.  

 Sebagai bagian dari pemerintahan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen harus memiliki pemahaman yang 

mendalam dan serius melaksanakan reformasi birokrasi dan manajemen ASN. 

Pendekatan reformasi birokrasi dinilai menjadi prioritas utama dalam upaya 

pencapaian strategi pembangunan nasional. Untuk memudahkan dalam 

melakukan evaluasi kinerja individu, Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen telah 

menerapkan sistem penilaian kinerja secara elektronik (E-Kinerja).  

                                                           
 

3
 Undang- Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 
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 Dengan adanya sistem E-Kinerja, pemberian tunjangan kinerja kepada 

pegawai menjadi lebih adil. Pegawai yang mempunyai jabatan kerja yang sama 

akan memperoleh imbalan yang sepadan dengan kinerjanya. Sistem ini 

membedakan antara pegawai yang bekerja keras dan yang kurang produktif, 

karena besaran tunjangan yang diberikan dinilai berdasarkan kinerja yang tercatat 

di E-Kinerja. Sistem ini juga berperan dalam memantau aktivitas karyawan 

selama jam kerja untuk mengetahui apakah mereka aktif atau tidak. Tim 

pemeriksa laporan pegawai akan mengetahui hal tersebut melalui evaluasi yang 

dilakukan secara tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Kebijakan E-

Kinerja ini mendorong pegawai untuk meningkatkan produktivitasnya dan 

memberikan kesempatan kepada pegawai yang sebelumnya kurang disiplin untuk 

lebih rajin dan meningkatkan daya saing.
4
  

 Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen memperkenalkan aplikasi E-Kinerja 

untuk meningkatkan efisiensi Aparatur Sipil Negara serta mempermudahkan 

penilaian dan pemantauan kinerja pegawai. “E-Kinerja bertujuan untuk 

memberikan dukungan kepada institusi pemerintah dalam meningkatkan 

produktivitas pegawainya, serta membantu mereka untuk disiplin, bertanggung 

jawab dan mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini 

sejalan dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2022 Tentang 

Penyelenggaraan E-Kinerja di Kabupaten Bireuen”.
5
  

                                                           
4

 Sirait, Penilaian Kinerja Pegawai Melalui Penerapan Sistem E-Kinerja Di Badan 

Kepegawaian Negara Kota Banda Aceh, 2019, hlm 3. 

 
5

 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Program E-Kinerja Di 

Kabupaten Bireuen 
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 Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen. Terdapat permasalahan yang terjadi. Pertama, masih terdapat 

pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak berada di kantor pada jam kerja, yang 

mana Aparatur Sipil Negara tersebut keluar ruangan setelah melakukan absensi, 

seperti duduk di warung kopi pada jam kerja. Kedua, ada beberapa Aparatur Sipil 

Negara yang datang tidak tepat waktu yang seharusnya Aparatur Sipil Negara 

tersebut hadir sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari kedua 

permasalahan tesebut akan menjadi faktor penghambat visi-misi kantor tersebut.
6
 

 Berdasarkan pemahaman terhadap latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.” 

 

 

                                                           
6
 Ibrahim Ahmad, Mengingatkan Pegawai Negeri Sipil di Bireuen Jangan Masuk dan  

Pulang Kerja Sesuka Hati, https://aceh.tribunnews.com/ 

 

 

https://aceh.tribunnews.com/
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mirisnya kinerja birokrasi sebelum diterapkannya sistem E-Kinerja tidak 

dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak sesuai dengan aktivitas 

kerjanya. 

2. Beberapa Aparatur Sipil Negara tidak berkerja dengan baik setelah 

melakukan absensi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur 

Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen? 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Penerapan E-Kinerja 

Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bireuen? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja 

Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara 

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang 

signifikan, baik dalam konteks teoritis maupun penerapan praktis.  

1.5.1 Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu administrasi dan kebijakan publik, serta menambah 

pemahaman penulis. Diharapkan juga dari hasil ini dapat memberikan 

manfaat yang berarti bagi masyarakat dalam memahami pentingnya 

kebijakan publik dalam menangani berbagai masalah masyarakat saat ini. 

1.5.2 Secara Praktis 

a.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 

meningkatkan kinerja pegawai dan memperkuat pemantauan kinerja di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Selain itu, hasil penelitian ini 

diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan mengenai kinerja pegawai di era modern secara efektif, efisien 

dan transparan. 

1.6 Penjelasan Istilah 

 Sejalan dengan judul skripsi yaitu Penerapan E-Kinerja Dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Agar 

mengurangi masalah dalam memahami tulisan ini, Penulis harus menjelaskan 

beberapa istilah dalam judul penelitian ini. 
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Berikut penjelasan istilah yang harus di jelaskan adalah: 

1.   Penerapan  

Penerapan dapat diartikan sebagai tindakan melaksanakan sesuatu, adapun 

menurut beberapa ahli penerapan adalah praktek penerapan teori, metode 

atau hal yang lain untuk mencapai sebuah tujuan sambil memenuhi 

kebutuhan kelompok atau golongan tertentu. 

2.   E-Kinerja 

E-Kinerja adalah platform berbasis website yang mana pemerintah 

menggunakan platform berbasis web ini untuk mengawasi PNS mulai dari 

mengatur kehadiran, menilai kinerja, mencapai prestasi, hingga 

menetapkan tunjangan pegawai. Aplikasi ini memungkinkan pemerintahan 

beroperasi secara efisien karena data PNS dapat dikelola secara online. 

Selain itu, E-Kinerja juga memfasilitasi evaluasi kinerja berdasarkan 

informasi yang tercatat dalam Sistem Informasi Kepegawaian. E-Kinerja 

juga berfungsi untuk alat analisis kebutuhan, termasuk jabatan dan beban 

kerja, yang menjadi acuan penghitungan prestasi kinerja dan pemberian 

bonus tambahan. Dengan mempermudah dalam penginputan tugas dan 

pembuatan laporan, diharapkan pengembangan aplikasi ini dapat menjadi 

alat pendukung dalam proses pengambilan keputusan. 

3.   Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan bagian dari struktur pendukung 

bagi kepemimpinan pemerintah daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Penerapan 

 Secara etimologi konsep penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang 

diawali dengan awalan “pe” dan diakhiri dengan akhiran “an” yang menunjukkan 

suatu proses, cara, atau tindakan dalam melaksanakan pemasangan, pelaksanaan, 

atau praktek.
7
 Beberapa para ahli berpendapat bahwa penerapan bertujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu, untuk kepentingan khusus individu atau kelompok, serta 

untuk mengimplementasikan teori, metode, atau perilaku tertentu. 

 Nurdin Usman menyatakan bahwa implementasi melibatkan kegiatan, 

tindakan, dan proses yang terstruktur. Hal ini tidak hanya tentang melakukan 

sesuatu, tetapi juga mengacu pada aktivitas yang direncanakan sebelumnya dan 

dilaksanakan dengan tujuan spesifik.
8

 Guntur Setiawan menyatakan bahwa 

implementasi merupakan ekstensi dari kegiatan yang melibatkan penyesuaian 

proses hubungan antara tujuan dan tindakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan struktur pelaksanaan dan birokrasi yang efisien.
9
 

 Untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan, tindakan yang 

diambil baik secara individu maupun kolektif dikenal sebagai penerapan. Dari 

                                                           
 

7
 Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2001), hlm 1180. 
8
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

persada, 2002), hlm 70. 
9
 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), hlm 39. 
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segi bahasa, penerapan dapat dianggap sebagai suatu entitas, prosedur, atau hasil 

dari suatu tindakan.
10

 

 Ali menyebutkan bahwa, Penerapan merupakan melaksanakan, penyesuaian, 

atau eksekusi.
11

 Riant Nugroho memandang penerapan sebagai strategi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
12

 Wahab berpendapat bahwa, 

berlawanan dengan pandangan Nugroho, implementasi adalah langkah-langkah 

yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan. Dalam konteks ini, penerapan merujuk pada 

pelaksanaan aktivitas yang dihasilkan melalui suatu metode sehingga dapat 

diterapkan dalam masyarakat.
13

 

 Dari pandangan para pakar, dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah 

"penerapan" merujuk pada langkah, pelaksanaan, dan aktivitas yang terstruktur 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini juga mengindikasikan bahwa 

"penerapan" berakar pada kegiatan, tindakan, atau prosedur dalam suatu sistem. 

Dengan menggunakan konsep prosedural ini, "penerapan" bukan hanya sekadar 

aktivitas, tetapi merupakan suatu tindakan yang dirancang dengan cermat dan 

dilakukan dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan dasar aturan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

   

                                                           
10

 Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektivias Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2010), hlm 1487. 
11

 Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 2007), hlm 104. 
12

 Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 158. 
13

 Wahab, Tujuan Penerapan Program (Jakarta: Bulan Bintang, 2008) hlm 63. 
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2.2 Konsep Kinerja  

 Dalam bahasa Inggris, kata performance berarti tindakan atau hasil kerja. 

"Kinerja" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan “sebagai suatu hasil 

atau prestasi yang ditunjukkan oleh seseorang atau suatu organisasi. Para ahli 

manajemen umumnya sepakat bahwa kinerja sering kali berhubungan erat dengan 

prestasi kerja atau produktivitas kerja”.
14

 

 Kinerja merupakan hasil kerja seseorang atau sekumpulan orang yang mau 

dan mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan secara sah, tanpa 

melanggar moral atau etika, dan tanpa melanggar hukum. Suwatno dan Priansa 

mengartikan kinerja sebagai prestasi atau hasil kerja atau pelaksanaan kerja. 

Sedangkan Mangkunegara mengartikan “kinerja sebagai prestasi baik dari segi 

kualitas ataupun kuantitas yang didapat seorang pegawai dalam melakukan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya”.
15

  

 Rajagukguk berpendapat bahwa, kinerja merupakan perilaku dalam suatu 

organisasi yang langsung terlibat dalam produksi barang atau penyediaan jasa. 

Kinerja biasanya dianggap sebagai menyelesaikan pekerjaan, yang bersumber dari 

konsep aktivitas yang dibutuhkan oleh pekerja. Veithzal Rivai menyatakan bahwa 

“kinerja adalah hasil motivasi dari ability seseorang dalam menyelesaikan suatu 

                                                           
 14

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit : 

Balai Pustaka Jakarta, 1995, hlm 503 

15
 Masturi dan Hasanawi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Pt Melzer Global Sejahtera Jakarta (Jurnal Inovasi Penelitian), Vol 1, No.9, Februari 2021, hlm 

1899. 
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pekerjaan atau tanggung jawab, yang harus mencerminkan tingkat ability 

tertentu”.
16

 

2.2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

 Karena pesatnya kemajuan teknologi digital di semua bidang saat ini, 

masyarakat bisa dengan mudah dan cepat mengakses serta membagikan 

informasi. Teknologi ini memberikan solusi yang komprehensif untuk berbagai 

masalah yang dihadapi oleh individu, lembaga, perusahaan, dan pemerintah. 

Namun, di lingkungan pemerintahan adaptasi teknologi masih belum berkembang 

dengan baik, yang mengakibatkan penanganan pelayanan dan kinerja aparat 

menjadi lambat. Kondisi ini mempengaruhi motivasi kerja pegawai, baik di dalam 

maupun di luar instansi tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi juga belum 

dioptimalkan sepenuhnya dalam mengelola disiplin dan kehadiran pegawai, 

sehingga mendapat tanggapan negatif. 

 Dengan demikian, kabupaten dan kota dapat menggunakan teknologi 

informasi dengan membangun aplikasi sistem untuk menghitung kinerja pegawai. 

Tujuannya agar seluruh informasi mengenai kinerja di setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibuka oleh seluruh pemangku kepentingan, 

mulai dari pemerintah di daerah hingga sampai pemerintahan pusat. sebuah 

perusahaan IT yang memiliki banyak pengalaman dan keahlian, dengan staf 

kreatif, Decotel Tecnologi Celebes (DTC) menawarkan alternatif yang bagus 

untuk berbagai industri. Saat ini Decotel Tecnologi Celebes telah 
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 Masturi dan Hasanawi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada 
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mengembangkan aplikasi sistem informasi kinerja karyawan yang diberi nama E-

Kinerja.  

 Aplikasi E-Kinerja hadir untuk meningkatkan produktivitas, kedisiplinan 

dan efisiensi dalam penggunaan sistem absensi elektronik, dengan tujuan 

menghindari penipuan atau manipulasi data terkait absensi pegawai. E-Kinerja 

juga memberikan berbagai aturan lengkap yang mengelola data karyawan secara 

efektif. E-Kinerja merupakan aplikasi online yang digunakan untuk menilai 

kebutuhan, beban kerja, dan produktivitas satuan atau satuan kerja dalam suatu 

instansi perusahaan. Aplikasi ini menjadi landasan untuk menghitung prestasi 

kerja dan memberikan insentif kepada pegawai.  

 Pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan PP Nomer 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 

mulai berlaku pada 1 Januari 2014.
17

 Saat ini, menilai kinerja pegawai 

menggunakan SKP sebagai pengganti DP3. E-Kinerja merupakan contoh aplikasi 

web yang mengimplementasikan konsep-konsep akuntansi sumber daya manusia. 

Melalui E-Kinerja, faktor-faktor kinerja dapat diukur, diidentifikasi, disampaikan, 

dievaluasi, dan bahkan memberikan penghargaan berupa tambahan penghasilan 

kepada pegawai. 

 Kualitas suatu sistem sering kali dapat dinilai dari seberapa puas 

penggunanya terhadap penggunaannya. Untuk mengukur keberhasilan suatu 

sistem, penting untuk menggunakan model evaluasi yang terbukti efektif dan 

relevan. Model yang ideal adalah model yang komprehensif namun mudah 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
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dipahami. Selain itu, kemampuan teknis individu juga menjadi indikator 

pemahaman pengguna terhadap teknologi, tugas yang harus diselesaikan, serta 

konteks sosial-politik yang mempengaruhinya. Mengingat kemampuan setiap 

pengguna dapat bervariasi, baik dalam penggunaan komputer, internet, maupun 

operasional sistem seperti E-Kinerja, penting bahwa Sistem dapat disesuaikan 

dengan kemampuan dan kebutuhan pengguna. Hal ini akan meningkatkan 

kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut. Untuk alasan ini, pelatihan 

diselenggarakan untuk semua pegawai guna memastikan bahwa mereka memiliki 

keterampilan yang cukup untuk menggunakan sistem E-Kinerja. Dengan 

keyakinan bahwa pelatihan yang diikuti dapat menunjang mereka dalam 

menggunakan sistem, maka pengguna akan merasa puas dan percaya diri dalam 

memanfaatkan E-Kinerja.
18

 

 Secara teknis, aplikasi ini tidak hanya berfokus pada upaya meminimalisir 

kecurangan, tetapi juga berbagai manfaat lainnya. Aplikasi ini berfungsi sebagai 

instrumen untuk pemantauan dan penilaian, serta sebagai indikator penting untuk 

mengukur tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil. Dengan demikian, aplikasi ini 

memegang peran krusial dalam pengelolaan kinerja dan memastikan integritas 

serta efisiensi di lingkungan kerja pemerintahan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja aplikasi E-Kinerja meliputi: 

1.   Faktor Kemampuan (ability)  

Dari sudut pandang psikologis, kemampuan seorang pegawai mencakup 

aspek kemampuan bawaan seperti IQ serta kemampuan yang diperoleh 
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 Yuliastuty Rauf, Penerapan E-Kinerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil 

Negara Yang Dimediasi Melalui Motivasi, 2020, hlm 18. 
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dari pengalaman, termasuk pengetahuan dan keterampilan. Pegawai 

dengan IQ diatas rata-rata (antara 110-120), memiliki pendidikan yang 

sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan mempunyai keterampilan dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari, umumnya mencapai tingkat kinerja yang 

lebih efisien sesuai dengan perkiraan, jadi penting bagi untuk 

menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki 

untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal. 

2.   Faktor Motivasi 

Motivasi merupakan hasil sikap seorang pegawai dalam menghadapi tugas 

pekerjaan. Motivasi adalah suatu situasi yang mendorong pegawai untuk 

fokus dalam mencapai tujuan instansi atau tujuan pekerjaan.
19

 

Pendapat Kasmir, mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

antara lain: 

1.   Kemampuan dan keahlian seseorang dalam melaksanakan pekerjaan 

menentukan seberapa baik ia dapat mengatasi tugas sebagaimana standar 

yang sudah ditentukan. 

2. Pengetahuan mengacu pada pemahaman tentang pekerjaan. Seseorang 

yang memahami tugasnya dengan baik akan cenderung menunjukkan 

kinerja yang baik, begitu pula sebaliknya. 
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2.2.2 Menurut Sudarmanto, ada empat aspek kinerja yang dijadikan standar 

penilaian kinerja pada tingkat individu, yaitu: 

1. Kualitas 

Mencakup tingkat kesalahan, kerusakan, dan akurasi. 

2. Kuantitas 

Mengacu pada jumlah hasil kerja yang dihasilkan. 

3. Penggunaan waktu dalam bekerja 

Meliputi kehadiran, keterlambatan, penggunaan waktu kerja yang efektif, 

dan waktu kerja yang tidak produktif. 

4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.
20

 

Menurut Bernadin dan Russel, dimensi kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.   Kualitas 

Setiap karyawan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, dan 

evaluasi kinerja dimulai dengan menilai kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan. 

2.   Kuantitas 

Evaluasi kinerja juga mencakup seberapa banyak pekerjaan yang berhasil 

diselesaikan oleh karyawan. 

3.   Ketepatan Waktu/Timeliness 

Aspek ini mengukur seberapa cepat waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Semakin singkat waktu yang 

dibutuhkan maka semakin baik evaluasi kinerja yang diperoleh. 
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 Aldila Saga Prabu, dan Dewie Tri Wijayanti, Pengaruh Penghargaan dan Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2016, hlm 111. 
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4.    Efektivitas Biaya/Cost effectiveness 

Evaluasi ini menilai seberapa efektif dana digunakan dalam menyelesaikan 

tugas pekerjaan, yang merupakan aspek penting dalam evaluasi kinerja 

secara keseluruhan. 

5.   Kebutuhan akan supervisor 

Salah satu faktor penentu kinerja biasanya bagaimana kemandirian anda 

dalam bekerja. Semakin minim bantuan yang diperlukan dari orang lain, 

seperti pimpinan, yang menjadi pertimbangan penting. 

2.3   Konsep E-Kinerja 

 Menurut Jerry dan rekan-rekannya, E-Kinerja merupakan aplikasi berbasis 

web yang dipakai oleh pemerintah untuk mengawasi dan menilai kinerja 

karyawan. E-Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan organisasi, 

merapikan dan memperbaiki struktur organisasi, mengevaluasi capaian kinerja 

PNS, meningkatkan kesejahteraan dan keadilan PNS dan mendorong persaingan 

yang sehat, meningkatkan kualifikasi dan posisi yang dijabat oleh Pegawai Negeri 

Sipil, serta merangsang kreativitas dan inovasi dalam pekerjaannya.
21

 

 Komara Eka Putri berpendapat bahwa, E-Kinerja merupakan aplikasi Online 

yang berfungsi mengevaluasi jumlah pekerjaan dan kebutuhan pekerjaan pada 

unit kerja dalam suatu organisasi. Aplikasi ini digunakan sebagai dasar 

penghitungan capaian prestasi kerja dan pemberian bonus gaji, dengan mengacu 

pada aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Analisis 

                                                           
 21

 Nabilah dan Muhammad Qoes Atieq, “Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam 

Meningkatkan Disiplin Dan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan 

Kabupaten Kudus, hlm 116. 
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Jabatan dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang 

Analisis Beban Kerja.
22

 

 E-Kinerja adalah aplikasi yang dirancang untuk mengukur kinerja karyawan 

secara langsung dengan memasukkan aktivitas sehari-hari mereka ke dalamnya, 

kemudian meminta persetujuan pimpinan. Setelah disetujui, hasil pekerjaan 

dipublikasikan secara online dan data hasil ditampilkan secara otomatis. Informasi 

ini mencakup alokasi yang diterima oleh staf. Dengan dukungan sumber daya 

manusia yang berprestasi tinggi, aplikasi ini membantu dalam memperbaiki 

sistem, meningkatkan kesejahteraan, menyediakan informasi dan layanan yang 

baik, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Penyediaan prosedur atau standar operasi yang terdefinisi dengan baik 

dijamin akan meningkatkan kinerja. Munculnya inovasi terbaru dalam layanan 

publik dirancang untuk memastikan jaminan sosial.
23

 

2.3.1 Indikator E-Kinerja    

Menurut Bangun, suatu pekerjaan dapat diukur dengan menggunakan lima 

indikator berikut: 

1. Kuantitas pekerjaan.  

Menggambarkan banyaknya pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang atau 

berkelompok sebagai standar yang harus dicapai dalam satu jam kerja. Hal 
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 Permendagri Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Analisis Jabatan dan Permendagri Nomor 

12 Tahun 2008 Tentang Analisis Beban Kerja 
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Banyuwangi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntasi), Vol 6, No.2 2019,  hlm.175 
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ini mencakup pemenuhan target ouput yang telah ditentukan dan 

menyelesaikan siklus aktivitas yang diperlukan. 

2. Kualitas pekerjaan.  

Setiap pekerja diharapkan memenuhi persyaratan tertentu agar mereka 

dapat melakukan pekerjaan mereka dengan standar kualitas yang 

diperlukan. Hal ini melibatkan penerapan manual operasional yang ada.  

3.   Ketepatan waktu.  

Berbagai jenis pekerjaan mempunyai karakteristik yang unik dimana 

beberapa Karena ketergantungan pada pekerjaan lain, pekerjaan harus 

diselesaikan tepat waktu. Penting untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 

tenggat waktu yang ditentukan dan menggunakan waktu kerja secara 

efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

4.   Kehadiran  

Pekerjaan tertentu mengharuskan karyawannya untuk hadir sesuai jadwal, 

termasuk tiba tepat waktu dan menyelesaikan tugas pada jam kerja yang 

telah ditentukan. 

5.   Kemampuan kerja sama.  

Kemampuan kerja sama merupakan hal penting dalam beberapa pekerjaan 

karena tidak ada satu orang yang dapat menyelesaikan semua tugas. 

Beberapa pekerjaan memerlukan kolaborasi antara dua atau lebih pegawai. 

Evaluasi kinerja seorang karyawan dapat mencakup seberapa baik mereka 

bekerja sama dengan rekan kerja lainnya, memberikan masukan kepada 
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atasan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, menghormati 

sesama rekan kerja, dan bekerja sama dengan baik dalam tim kerja.
24

 

Setiap indikator ini adalah bagian dari cara untuk mengukur dan 

mengevaluasi kinerja seorang pegawai dalam konteks pekerjaan mereka. 

2.3.2 Tujuan Penerapan E-Kinerja 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang maju dan berfokus pada kepentingan 

masyarakat diperlukan tujuan yang jelas dan terukur, bukan sekedar aspirasi. 

Tujuan dari implementasi E-Kinerja mencakup: 

1. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil agar lebih efektif. 

2. Meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan 

hasil. 

3. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih kreatif dan inovatif, mendukung 

kemajuan dalam pelayanan publik. 

4. Memperkuat disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil, sehingga mencerminkan 

profesionalisme yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan. 

 Untuk mendukung tujuan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan 

masyarakat secara efektif, penting bagi para pegawai untuk berkomitmen pada 

pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmatul Putra dan Frinaldi 

dalam studi mereka tentang penilaian kinerja pegawai melalui sistem E-Kinerja di 
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biro pemerintahan dan otonom.
25

 Pemerintah perlu melakukan pemantauan 

kinerja pegawai secara sistematis.  

Berikut ini adalah indikator kinerja yang menjadi fokus dalam penilaian kinerja: 

1.   Meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Aparatur 

Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas.  

Indikator prestasi kerja sasaran: 

a. Persentase peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil 

Negara melalui pelatihan. 

b. Persentase peningkatan implementasi karier Aparatur Sipil Negara. 

2. Meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Indikator kinerja 

sasaran: 

a. Persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin oleh Aparatur Sipil 

Negara. 

 Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif penyediaan layanan yang lebih baik kepada masyarakat umum 

sesuai dengan tujuan pemerintah. 

2.3.3 Faktor Pendukung E-Kinerja: 

a)   Kesiapan Sumber Daya Manusia 

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia bisa diwujudkan 

Pendidikan formal dan nonformal, serta pengembangan kompetensi yang 

diperlukan untuk pengembangan dan penerapan E-Government, harus 

dilakukan. Pejabat pemerintah yang berperan sebagai pengembang, 
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pengelola, dan pengguna E-Government adalah bagian penting dari 

keberhasilan implementasi E-Government. 

b)  Keamanan  

 Mengintegrasikan sistem jaringan komputer dengan sistem informasi 

yang terintegrasi dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap 

data di internet, sehingga menjamin kerahasiaan informasi tetap terjaga 

dengan baik. 

c)   Infrastrukur 

Keberhasilan E-Government bergantung pada berbagai faktor 

infrastruktur, termasuk sistem data, kerangka hukum, struktur 

kelembagaan, kemampuan sumber daya manusia, teknologi infrastruktur, 

dan kepemimpinan. 

Faktor Penghambat E-Kinerja  

a. Teknologi 

Pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang mendukung dan 

memadai untuk mencapai E-Government yang diharapkan. Baik dalam hal 

pembangunan maupun teknologi komputer serta perangkat-perangkat 

lainnya. 

b. Regulasi 

Dalam menerapkan E-Government harus sejalan dengan peraturan 

undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam 

mengembangkannya harus diawasi oleh kementerian komunikasi dan 
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informatika dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Sumber Daya Manusia 

Kekurangan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia, serta keahlian 

khusus dalam penerapan E-Government dapat menghambat proses sistem 

secara keseluruhan, yang pada ujungnya akan menyebabkan kesulitan 

untuk mencapai tujuan implementasi E-Government.
26

 

2.3.4 Manfaat Penerapan E-Kinerja: 

1)  Mengetahui optimalisasi kinerja pegawai. 

2)  Mengukur kinerja pegawai. 

3)  Merekam semua aktivitas Aparatur Sipil Negara. 

4)  Sebagai sumber untuk evaluasi kinerja karyawan, analisis kebutuhan 

karyawan, dan sumber untuk pembinaan dan pengembangan organisasi 

dan karyawan. 

5)  Mengetahui kontribusi Aparatur Sipil Negara terhadap organisasi. 

6)  Mendorong Aparatur Sipil Negara berinisiatif untuk melakukan hal-hal 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga. 

7)  Serta sebagai sumber penghasilan lebih bagi Aparatur Sipil Negara 

berdasarkan kegiatan yang dilakukan. 
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Kinerja Di Biro Pemerintahan Dan Otonomi, hlm 16 



23 

 

 
 

2.4  Konsep Aparatur Sipil Negara 

 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 

Negara, profesi ini mencakup Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerinta h 

dengan kualifikasi profesional tinggi yang bekerja berdasarkan kontrak pada 

lembaga negara. Mereka disebut sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 

yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diangkat dan diberi tugas oleh pejabat 

pembangunan negara pada jabatan pemerintahan atau penugasan di luar negeri, 

dan menerima gaji sebanding dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang sesuai saat ini.
27

 

 Pegawai Negeri Sipil Negara meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah. 

Topik Aparatur Sipil Negara adalah komponen dari penyelenggaraan 

kepegawaian suatu negara di bawah kepemimpinan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan, sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Aparatur Sipil Negara merupakan bagian 

penyelenggara negara pada semua sektor pemerintahan. Tugas administratif 

dilaksanakan oleh pegawai sebagai unsur sumber daya manusia penggerak 

birokrasi pemerintahan.  

Pendapat  Paul Pigors, mengenai tujuan manajemen kepegawaian negara: 

1.   Untuk pemanfaatan dan kinerjanya dapat efektif, tidak mubazir serta 

menghasilkan pekerjaan yang diperlukan. 
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2.    Pengembangan karir terbukti jelas sesuai dengan kemampuan pribadi 

dan profesional. 

3.    Di jamin kesejahteraan hidupnya.
28

 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdapat beberapa definisi  

terkait aparatur sipil negara, antara lain: 

1.   Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi pegawai negeri sipil dan 

karyawan pemerintah dengan kesepakatan kerja yang bekerja di lembaga 

pemerintah. 

2.   Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pemimpin staf 

dan diberikan pekerjaan dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 

tugas negara lainnya dan diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

3.   PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan warga negara Indonesia yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat menjadi pegawai ASN secara 

tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan oleh pejabat pimpinan 

kepegawaian.. 

4.   PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merupakan warga 

negara Indonesia yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu 

berdasarkan kontrak kerja dan memenuhi persyaratan tertentu untuk 

melaksanakan tugas pemerintah.
29
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Profesi ASN berdasarkan delapan prinsip, yang meliputi: 

a. Prinsip nilai dasar. 

b. Norma dan tingkah laku dalam pekerjaan. 

c. Tanggung jawab, integritas moral, dan komitmen dalam pelayanan publik. 

d. Kemampuan yang relevan dengan bidang pekerjaannya. 

e. Diperlukan pendidikan formal.  

f. Mendapat lindungan hukum selama pelaksanaan tanggung jawab.  

g. Profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawab.
30

 

2.4.1 Penginputan Data Kinerja PNS di Sistem E-Kinerja 

 Para atasan akan menilai kinerja dan hasilnya akan tercermin dalam bentuk 

poin kinerja, yang tentunya akan sesuai dengan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya untuk memeriksa dan memvalidasi data 

kinerja, tetapi juga untuk menghasilkan poin kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan hasil validasi tersebut. Jika data kinerja yang dimasukkan oleh 

Pegawai Negeri Sipil sudah divalidasi, maka poin kinerja akan langsung muncul 

di sistem E-Kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Namun, jika data kinerja 

yang dimasukkan oleh Pegawai Negeri Sipil tidak tervalidasi dan memerlukan 

revisi, maka poin kinerja dari data tersebut tidak akan muncul hingga hasil revisi 

dimasukkan dan divalidasi oleh pejabat penilai.
31
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2.5  Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini adalah adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan 

bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut. 

Nama, Tahun 

dan Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Teori Yang 

Digunakan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Gap Penelitian 

Yuliastuty 

Rauf (2020), 

Penerapan E-

Kinerja dan 

Kompetensi 

Terhadap 

Kinerja 

Aparatur 

Sipil Negara 

(ASN) yang 

Dimediasi 

Melalui 

Motivasi. 

Untuk 

mengetahui 

dan 

menganalisis 

pengaruh 

penerapan E-

kinerja dan 

kompetensi 

terhadap 

motivasi kerja 

kinerja 

ASN. 

Pengaruh 

penerapan e-

Kinerja dan 

kompetensi 

kinerja 

terhadap 

kinerja 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

pada Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Kabupaten 

Maros. 

Pengaruh 

motivasi kerja 

terhadap 

kinerja 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

 

Menggunakan 

teori E-Kinerja 

dengan 

indikator: 

1. SKP secara 

elektronik  

2. Pencatatan 

target dan 

realisasi kerja 

secara 

elektronik  

3.Integritas 

prensensi, 

kuantitas,dan 

kualitas kerja. 

Menggunak-

an metode 

penelitian 

kualitatif  

Hasil penelitian 

menemukan 

bahwa E-Kinerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

motivasi,kompete

nsi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap motivasi 

kerja, Penerapan 

e-kinerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja. 

Kompetensi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai, 

Motivasi kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai. 

Motivasi kerja 

terbukti dapat 

memediasi 

pengaruh 

penerapan e-

Dalam 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 3 

indikator dari 

Nurhayati 

(2017). 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 5 

indikator dari 

Bangun. 
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kinerja terhadap 

kinerja pegawai. 

Motivasi 

kerja terbukti 

dapat memediasi 

pengaruh 

kompetensi 

terhadap kinerja 

pegawai 

pada Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika di 

Kabupaten 

Maros. 

Tauhid, M. 

Taufiq, Agus 

Sari Dewi, 

dan Ainun 

Jariah (2019), 

Penerapan 

Budaya Kerja 

Berbasis E 

Kinerja 

Dalam 

Mewujudkan 

Aparatur 

Sipil Negara 

Yang 

Profesional 

Pada Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan 

Kota Bima. 

Untuk 

mendeskripsik

an penerapan 

budaya kerja 

berbasis e-

kinerja dalam 

mewujudkan 

Aparatur Sipil 

Negara yang 

profesional 

pada Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan 

Kota Bima. 

Menggunakan 

teori 

penerapan 

budaya. 

Menggunaka

n metode 

penelitian 

kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

budaya kerja telah 

menghasilkan 

pegawai dengan 

semangat kerja 

yang tinggi di 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kota Bima, 

dengan skor rata-

rata 4,00 dan 

tingkat kinerja 

responden sebesar 

79,9%. Dengan 

kata lain hasilnya 

sangat positif. 

Berdasarkan hasil 

kuisioner, 

Penerapan Sistem 

Aplikasi E-

Kinerja Untuk 

Membangun 

Budaya Kerja 

Aparatur Sipil 

Negara Pada 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kota Bima 

mencapai skor 

penelitian ini 

membahas 

tentang 

Penerapan E-

Kinerja Dalam 

Meningkatkan 

Kinerja 

Aparatur Sipil 

Negara Pada 

Sekretariat 

Daerah 

Kabupaten 

Bireuen. 

Sedangkan 

Penelitian 

Tauhid berfokus 

pada penerapan 

Budaya Kerja 

Berbasis E-

Kinerja Untuk 

Meningkatkan 

Profesionalitas 

Aparatur Sipil 

Negara di Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Kota Bima. 
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rata-rata sebesar 

4,17, dan tingkat 

kinerja responden 

mencapai 83,4%. 

Ini merupakan 

pencapaian yang 

sangat positif. 

Jarwati, Sri 

Hartono, 

Djumali 

(2020), 

Analisis 

Sistem 

Penilaian E-

Kinerja, 

Komunikasi, 

dan Stres 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Aparatus 

Sipil Negara 

Di Badan 

Perencanaan 

dan 

Penelitian 

Pembanguna

n Kota 

Surakarta 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk melihat 

pengaruh dari 

penerapan 

penelitian, 

komunikasi, 

stres kerja. 

Menggunakan 

teori kinerja 

karyawan. 

Menggunaka

n metode 

desain survey 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

sistem 

komunikasi dan 

E-Kinerja 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kinerja 

BAPPEDA Kota 

Surakarta. Selain 

itu, tingkat stres 

kerja juga 

memberikan 

dampak negatif 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai pada 

instansi ini. 

Penelitian ini 

membahas 

tentang 

Penerapan E-

Kinerja Dalam 

Meningkatkan 

Kinerja 

Aparatur Sipil 

Negara Pada 

Sekretariat 

Daerah 

Kabupaten 

Bireuen. 

Sedangkan 

penelitian 

Jarwati 

membahas 

Analisis Sistem 

Penilaian E-

Kinerja, 

Komunikasi 

Dan Stres Kerja 

Terhadap 

Kinerja pegawai 
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2.6  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan 

Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 
 

Dasar Peraturan Tentang Program E-Kinerja: 

1. Undang Undang Nomor  20 Tahun 2023 

Tentang Aparatur Sipil Negara. 

2. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 

Tahun 2022 Tentang Program E-Kinerja 

Kabupaten Bireuen. 

 

1. Meningkatkan kerja PNS 

2. Meningkatkan motivasi kerja PNS 

3. Menumbuhkan lingkungan kerja 

yang lebih kreatif dan inovatif 

4. Meningkatkan disiplin kerja PNS 

Hasil 

Teori Utama: 

Konsep ASN 

Fokus Penelitian : 

A. Penerpan E-Kinerja 

1. Disiplin 

a. Waktu 

b. Kehadiran 

 

2. Kualitas Kerja 

a. Kerjasama 

b. Koordinasi 

B.  Faktor Pendukung & Penghambat 

Teori Pendukung: 

1. Teori Kinerja 

2. Teori E-Kinerja 



 
 

30 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam konteks prosedur penelitian yang penulis ambil, maka skripsi ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan 

data dari berbagai sumber dengan beragam teknik, dilakukan secara 

berkesinambungan hingga mencapai titik di mana data dianggap sudah 

mencukupi. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada analisis proses berpikir 

induktif yang berpusat pada logika ilmiah dan berfokus pada dinamika hubungan 

antara fenomena yang diamati. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk 

menggunakan data kuantitatif, namun pendekatan ini lebih menekankan 

kedalaman pemikiran formal peneliti tentang cara menyelesaikan masalah yang 

ada. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengembangkan konsep 

kepekaan terhadap masalah yang dihadapi, dengan menjelaskan kenyataan terkait 

melalui eksplorasi teoritis dari sudut pandang yang mendalam, serta 

meningkatkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang diteliti.
32

 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti juga dapat mendengar 

pendapat pegawai mengenai penerapan kebijakan E-Kinerja. 
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3.2 Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penerapan E-Kinerja yang ada 

di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Fokus ini berujuan agar dapat 

melakukan pemusatan diri pada objek penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 

dengan melihat keadaan yang ada di lapangan.  

Fokus pada penelitian ini yaitu pemusatan perhatian pada Dimensi dan 

Indikator penerapan E-Kinerja dan faktor pendukung maupun faktor penghambat. 

Maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

Tabel 3.1 

Dimensi & Indikator Penerapan E-Kinerja 

No Dimensi Indikator 

1 Disiplin 
a. Waktu 

b. Kehadiran 

2 
 

Kualitas Kerja 

a. Kerjasama 

b. Koordinasi 

Tabel 3.2 

Dimensi & Indikator Faktor Pendukung & Faktor Penghambat 

No 
Dimensi Indikator 

1 Pendukung a. Kesiapan SDM 

b. Infrastruktur 

2 Penghambat a. Teknologi 

b. Sarana 

 

3.3 Lokasi dan waktu penelitian 

a. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bireuen di Jl. Sultan Malikussaleh (Pusat Pemerintahan Kabupaten 

Bireuen), Cot Gapu, Kec. Kecamatan Kota Juan. Bireuen. 
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b. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan mulai dari keluarnya surat izin penelitian yaitu 

dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan, satu bulan untuk 

pengumpulan data dan satu bulan untuk pengelolaan data yang telah 

diperoleh. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data merupakan elemen kunci dalam menentukan strategi pengumpulan 

informasi. Untuk penelitian ini, data diperoleh melalui pengumpulan data primer 

dan data sekunder. 

1) Sumber Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, yang bersumber dari informan dan narasumber. Dalam 

penelitian ini data primer merupakan informasi yang dikumpulkan 

langsung dari informan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 

2) Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapat dari data 

tertulis yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekunder 

adalah sumber data tertulis yang berasal dari buku, jurnal, dokumen dan 

hasil penelitian terdahulu terkait Penerapan E-Kinerja Dalam 

Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen. 
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3.5 Informan Penelitian  

Tabel 3.3 

Informan Penelitian 

 

No Informan Jumlah 

1. 
 

Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen 

 

1 Orang 

2. 
 

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Peningkatan 

Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

 

1 Orang 

3. 
 

Analisis Kelembagaan Sub Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan 

1 Orang 

4 
 

Analis Kebijakan Ahli Muda yang Membidangi 

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

1 Orang 

5 
 

Analis Kebijakan Ahli Muda yang Membidangi 

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

1 Orang 

Sumber: Data diolah Tahun 2024 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dapat 

dilakukan secara terstruktur ataupun sebaliknya. Observasi terstruktur 

melibatkan perencanaan yang sistematis terkait jadwal, lokasi, dan objek 

yang akan diamati. Sebaliknya, observasi tidak terstruktur dilakukan tanpa 

persiapan yang terinci mengenai apa yang akan diamati. Dalam penelitian 

ini observasi yang dilakukan berkaitan dengan Penerapan E-Kinerja Untuk 

Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah 
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Kabupaten Bireuen, observasi merupakan salah satu teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan interaktif dengan tujuan tertentu antara 

dua pihak: pewawancara yang mengumpulkan informasi dan responden 

yang memberikan informasi atau tanggapan. Wawancara ini melibatkan 

informan yang berasal dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi mengacu pada rekaman atau dokumentasi peristiwa yang 

terjadi, yang dapat berupa teks, gambar, atau karya besar. Dokumen ini 

merupakan sumber informasi non-manusia yang penting untuk melengkapi 

atau meningkatkan keakuratan data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara.
33

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data meliputi langkah-langkah sistematis dalam mencari dan 

mengorganisasikan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan 

sumber-sumber lain agar mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan 

kepada orang lain secara efektif. 

 Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang melibatkan 

proses pengorganisasian, pengelompokan, sintesis, dan pencarian pola pada data 

untuk menemukan narasi yang dapat disampaikan kepada orang lain. 
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 Teknik analisis data merupakan suatu pendekatan atau metode untuk 

mengubah data menjadi informasi yang ciri-cirinya mudah diidentifikasi dan 

berguna untuk mencari solusi suatu permasalahan, khususnya dalam konteks 

penelitian.
34

 

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif pada umumnya dimulai 

dengan: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data melibatkan pengorganisasian informasi secara 

terstruktur untuk memungkinkan analisis dan tindakan yang diperlukan. 

Data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian disusun dan diseleksi sesuai kebutuhan, kemudian 

dikelompokkan dan dibatasi untuk memusatkan perhatian. Tujuannya 

adalah untuk mencapai kejelasan dan kedalaman informasi yang didukung 

oleh data yang relevan. 

b. Reduksi Data 

Dalam tahap ini, peneliti dapat memilih data untuk dikodekan, 

memutuskan mana yang akan disimpan dan mana yang tidak, serta 

mengidentifikasi inti dari apa yang sedang berkembang untuk disajikan 

dalam bentuk ringkasan atau narasi. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data melibatkan pengaturan informasi yang terstruktur untuk 

memfasilitasi analisis, penarikan kesimpulan, dan tindakan yang tepat. 
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 Sumandi Suryabrata, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2020), 
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Data yang dikumpulkan dari lapangan, yang relevan dengan semua aspek 

permasalahan penelitian, dipilih sesuai kebutuhan, kemudian 

dikelompokkan dan diberikan batasan yang jelas. Dari penyajian data 

tersebut, diharapkan dapat diperoleh kejelasan yang mendetail dan 

substansial dengan memanfaatkan data pendukung yang relevan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dan pelaksanaan verifikasi adalah hal yang sangat 

penting proses penelitian. Saat menarik kesimpulan, penting untuk terus 

memverifikasi seluruh proses dengan meninjau catatan lapangan yang 

ada.
35

 

3.8  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Uji kredibilitas digunakan untuk menguji validitas data penelitian ini. Uji 

kredibilitas ini meliputi: 

a) Perpanjang pengamatan 

Yaitu, Peneliti kembali ke lapangan dan melakukan wawancara ulang 

dengan orang-orang yang mereka temui sebelumnya untuk memperluas 

temuan mereka. Dengan memperluas pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin berkembang 

hubungan tersebut maka akan semakin dekat sehingga mengurangi 

informasi yang disembunyikan. 
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Dalam penelitian ini perpanjangan waktu observasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi. Tentunya dapat menambah keyakinan 

terhadap data yang telah dikumpulkan, mempertajam rumusan masalah 

dan data yang diperoleh akan lebih lengkap.
36

 

b) Triangulasi Teknik 

Untuk menguji keterpercayaan suatu data dilakukan dengan 

membandingkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan 

metode yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data 

hasil wawancara dengan data observasi dan literatur yang relevan. Apabila 

masing-masing dari tiga metode untuk menguji reliabilitas data 

menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti akan berbicara dengan sumber 

data yang relevan untuk menentukan data mana yang dianggap akurat atau 

mungkin terjadi. 

c) Menggunakan Bahan Referensi  

Referensi dalam konteks ini mengacu pada dukungan yang digunakan 

untuk memvalidasi data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian 

ini data hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara. 

Sedangkan data hasil observasi atau gambaran kondisi sekitar lokasi 

penelitian didukung dengan foto.
37
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireun 

 

 
Gambar 4.1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

 Salah satu kabupaten di Aceh adalah Bireuen. Sebagai hasil pemekaran dari 

Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen menjadi daerah otonom pada 12 

Oktober 1999. Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 

1/Missi/1957 tentang pembentukan Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Aceh 

Utara sebagai daerah tingkat kedua menetapkan tanggal pembentukannya. Pada 

tahun 1999, Kabupaten Bireuen dimasukkan ke dalam Daerah Istimewa Provinsi 

Aceh dan Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 

Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue dalam 

Daerah Istimewa Provinsi Aceh. Pada tanggal 4 Oktober 1999, Bupati Drs.H. 

Ramdhani Raden (1999-2002) dan DPRD Kabupaten Bireuen menetapkan 

peraturan daerah tentang hari ulang tahun kabupaten bireuen pada tanggal 
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tersebut.
38

Adapun gambaran secara umum mengenai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Sejarah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

 Kabupaten Bireuen yang dahulu dikenal dengan nama Jeumpa, memiliki 

sejarah yang kaya. Jeumpa awalnya adalah sebuah kerajaan kecil di Aceh yang 

terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Dalam 

sejarahnya, beberapa kerajaan kecil Aceh, termasuk Jeumpa, mengalami masa 

krisis. Ini terutama terjadi setelah kedatangan Portugis dan Belanda di Malaka 

pada tahun 1511 M. Pada tahun 1904, setelah Belanda memperoleh benteng Kuta 

Glee di Batee Iliek, sebelah barat Kabupaten Bireuen, mereka secara resmi 

menguasai Aceh. Pada tahun 1934, Aceh dibagi menjadi enam (kabupaten) yang 

bertanggung jawab kepada Belanda. Selain itu, beberapa daerah di Aceh memiliki 

otonomi sendiri, seperti Ulee Balang, di antaranya Ulee Balang Keureutoe, 

Geureugok, Jeumpa, dan Peusangan. Pada masa pendudukan Jepang, istilah 

administratif di Aceh mengalami perubahan, termasuk penggantian istilah-istilah 

seperti Afdeeling menjadi Bun, Onder Afdeeling menjadi Gun, dan Zelf Bestuur 

menjadi Sun. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Aceh Utara disebut 

Luhak, dan pada tahun 1949, setelah Konferensi Meja Bundar, Aceh termasuk 

dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bagian dari Provinsi 

Sumatera Utara. 

 Pada tahun 1956, Undang-Undang Darurat membentuk daerah otonom 

setingkat kabupaten, termasuk Daerah Tingkat II Aceh Utara, yang kemudian 
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memicu aspirasi masyarakat Aceh untuk menjadi provinsi sendiri. Pada tahun 

1957 dibentuk Daerah Istimewa Provinsi Aceh yang meliputi Aceh Utara dengan 

Bireuen sebagai salah satu daerahnya. Setelah memisahkan diri dari Aceh Utara 

melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, Bireuen menjadi kabupaten 

sendiri pada tahun 1999. 

 Kabupaten Bireuen terletak strategis di jalur Banda Aceh – Medan dan 

dikenal sebagai kawasan transit yang berkembang. Mayoritas penduduknya 

bekerja di sektor pertanian, dengan padi dan kedelai sebagai komoditas utama. 

Pemkab Bireuen juga mengembangkan industri dan pariwisata, dengan kawasan 

Gle Geulungku sebagai kawasan pengembangan industri, serta Krueng Simpo dan 

Batee Iliek sebagai tempat wisata alam.
39

 

4.1.2 Letak Geografis 

 Kabupaten Bireuen resmi pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 1999, yang diubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2000. Di masa lalu, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara, 

dan sekarang berada di pesisir pantai Provinsi Aceh. Pemekaran wilayah ini 

dilaksanakan pada tahun 1999 sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

tersebut. Geografisnya, Kabupaten Bireuen berada di antara 40°54' hingga 50°21' 

Lintang Utara (Utara) dan 96°20' Bujur Timur (T) dan 97°21' Bujur Timur. 

Wilayah ini memiliki luas 1.796,31 kilometer persegi, atau 179.631 hektar, atau 

sekitar 3,13 persen dari total 57.365,57 kilometer persegi Provinsi Aceh. Secara 

tertulis Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bireuen: 
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- Utara: Selat Malaka 

- Timur: Kabupaten Aceh Utara 

- Selatan: Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah 

- Barat: Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya 

 Pembagian pemerintahan di Kabupaten Bireuen saat ini meliputi 17 

kecamatan, yaitu: Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, 

Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Terjang, Peusangan, Peusangan 

Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. 

Kecamatan Peudada dan Juli mempunyai wilayah yang paling luas dibandingkan 

kecamatan lainnya. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Bireuen 

adalah Kecamatan Peudada seluas 31.283,90 hektar atau 17,42 persen dari luas 

wilayah Kabupaten. Sedangkan Kecamatan Juli merupakan kecamatan berikutnya 

dengan luas wilayah 23.118,35 hektar atau setara dengan 12,87 persen luas 

wilayah Kabupaten Bireuen. Sedangkan Kecamatan Kota Juang dengan luas 

wilayah 1.690,87 hektar dan Kecamatan Kuala dengan luas wilayah 1.724,56 

hektar merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yang masing-masing 

menyumbang 0,94 dan 0,96 persen dari total luas wilayah. Kabupaten Bireuen. 

 Karena lokasinya di perlintasan jalan nasional yang melintasi Pulau 

Sumatera, Kabupaten Bireuen memiliki nilai strategis yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Dengan lokasinya yang 

strategis di antara Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, 

Kabupaten Bireuen diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi di pantai timur Aceh 



42 

 

 
 

yang memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam bidang perdagangan, 

pariwisata, dan berbagai layanan lainnya. 

 Berdasarkan Proyeksi Sementara, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen 

berjumlah 443.874 jiwa, terdiri dari pria 219.039 jiwa dan wanita 224.835 jiwa. 

Pertumbuhan penduduk Bireuen meningkat sebesar 0,84 persen per tahun 

dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio gender penduduk Bireuen pada tahun 

2022 sebesar 97,4 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 

penduduk laki-laki. 

 Kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 mencapai 247 

jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di 17 kecamatan di Kabupaten 

Bireuen bervariasi, kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Kota Juang mencapai 

2.838 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah terdapat di 

Kecamatan Pandrah yaitu sebesar 79 jiwa per kilometer persegi.
40

 

4.1.3 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

Sebagai lembaga daerah yang berperan dalam pembangunan dan perkembangan 

masyarakat, setdakab bireuen mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

Visi: 

Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang adil, makmur, aman dan damai. 

Misi : 

1. Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur      

dan terpadu di wilayah Kabupaten Bireuen. 
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2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, terukur, 

responsif, akuntabel, transparan, profesional dan Islami. 

3. Menjaga dan mengembangkan potensi budaya, pariwisata syariah, dan 

mengutamakan musyawarah dan kesepakatan dalam penyelesaian masalah.  

4. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian kepada masyarakat. 

5. Meningkatkan produktivitas lokal, daya saing pertanian, dan kualitas 

layanan pendidikan dan kesehatan. Industri, perdagangan, dan perikanan 

6. Memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat.
41

 

4.1.4 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Bagian 

Organisasi 

 Bagian Organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada di 

bawah koordinasi langsung dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah 

melalui Asisten Administrasi Umum. Salah satu tanggung jawabnya adalah 

mengelola administrasi personel Sekretariat Daerah; mengelola tata kelola 

administrasi; akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pendayagunaan sumber daya 

aparatur; dan menyediakan bahan pembinaan. Selain itu, ia juga bertanggung 

jawab untuk menyediakan petunjuk teknis dan koordinasi di bidang kelembagaan 

organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi pokoknya, Departemen 

Organisasi mempunyai tanggung jawab:   

a. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi dalam menyelenggarakan 

Pelayanan Administratif Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, 

Akuntabilitas Kinerja dan Kepegawaian:  
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b. Mengumpulkan sumber daya, melakukan analisis data, dan memberikan 

pertimbangan untuk pengembangan perangkat daerah,  

c. Pengumpulan dan analisis data selama implementasi dan evaluasi LKIP:  

d. Pengumpulan bahan, penilaian data, dan penyusunan pedoman teknis 

untuk pengembangan kelembagaan, Pengelolaan, Akuntabilitas Kinerja 

dan Kepegawaian, 

e. Pengumpulan informasi dan bahan serta pembuatan pedoman teknis 

untuk pelaksanaan pelayanan publik: dan 

f.  Melakukan tanggung jawab resmi  yang diberi atasan.
42

 

4.1.5  Sumber Daya Aparatur 

 Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen didukung oleh 145 (seratus empat 

puluh lima) Pegawai Negeri Sipil, yang disusun menurut jenis kelamin, golongan 

kepangkatan, dan tingkat pendidikan, dan didistribusikan secara proporsional. 

Bisa dapat kita lihat pada tabel 4.1 di bawah ini: 
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Tabel 4.1 

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin, 

Golongan Ruang DanTingkat Pendidikan 

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 

  

 Dari tabel 4.1. diatas, jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil  

berdasarkan jenis kelamin sedikit didominasi oleh perempuan yaitu berjumlah 79 

orang jika dibandingkan dengan pegawai laki-laki yang berjumlah 66 orang. 

Menurut golongan komposisi PNS pada sekretariat daerah sebanyak 2 orang 

bergolongan I,  menurut Pegawai bergolongan II sebanyak 45 orang,  Pegawai 

bergolongan III ada 82 orang. dan Pegawai bergolongan IV ada 16 pegawai. 

Sedangkan komposisi Pegawai menurut tingkat Pendidikan, Pegawai Sekretariat 

Daerah lebih didominasi oleh jenjang Pendidikan lulusan Srata Satu (S-1)  yakni 

72 orang dan mempunyai tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 53 orang, 

selebihnya sebanyak 9 PNS jenjang pendidikan yang mencakup gelar Strata 2 (S-

2) dan  PNS lulusan Diploma  Tiga (D-3) ada 9 orang. 

 Dari segi kualifikasi pendidikan menunjukkan bahwa komposisi pegawai di 

Sekretariat Daerah memenuhi persyaratan, meskipun distribusinya belum 

 

 

No 

 

 

Uraian 

 

 

Jumlah 

 

Jenis Kelamin 

 

Golongan 

 

Tingkat Pendidikan 

L P I II III IV SD SLTP D-3 S-1 S-2 

1 Sekretaris Daerah 1 1     1     1 

2 Staf Ahli 3 3     3    2 1 

3 Asisten 3 3     3    3  

4 Kepala  Bagian 9 9    1 8    6 3 

5 Kepala Sub Bagian 25 13 12   25     22 3 

6 Pelaksana 104 37 67 2 45 56 1 2 53 9 39 1 

Total 145 66 79 2 45 82 16 2 53 9 72 9 
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sepenuhnya mencakup hasil analisis beban kerja dan uraian jabatan masing-

masing pemegang jabatan struktural.
43

 

4.1.6 Sruktur Organisasi  

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekdakab Bireuen 

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian Bagian Organisasi dan Kepegawaian. 
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4.2  Hasil dan Pembahasan penelitian 

4.2.1 Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil 

Negara Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

 Dalam penelitian ini penulis menganalisis indikator-indikator yang 

berhubungan dan mempengaruhi penerapan aplikasi E-Kinerja dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

untuk memperoleh gambaran dan fakta yang menyeluruh di lapangan mengenai 

penerapan E-Kinerja dalam meningkatkan kinerja pegawai di instansi itu. 

Selanjutnya, peneliti menjelaskan indikator penelitian untuk mengetahui 

tanggapan atau persepsi responden atau narasumber tentang penerapan E-Kinerja., 

dimana peneliti mengambil lima indikator dasar dalam penerapan E-Kinerja, 

yaitu: Kuantitas kerja, Kualitas kerja, Ketepatan waktu, Kehadiran dan kerjasama. 

1. Kuantitas Pekerjaan. 

 Pada dasarnya kualitas pekerjaan sebagai responsif dari sebuah kegiatan 

yang dilaksanakan seseorang ASN sesuai dengan tugas dan tanggngjawab yang 

diberikan pihak atasan pada organisasi yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana 

Selfianita dan Chair menyebutkan bahwa “Kuantitas pekerjaan adalah jumlah atau 

angka yang ditetapkan perusahaan untuk dicapai dalam waktu yang telah 

ditentukan.
44

  

 Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bireuen berkenaan dengan penerapan E-Kinerja terhadap 

kuantitas pekerjaan menyebutkan bahwa: 
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“Pelaksanaan E-kinerja memberikan dampak yang dapat mempengaruhi kuantitas 

pekerjaan yang dilaksanakan ASN di setdakab Bireuen, karena pada sistem E-

Kinerja dilakukan penginputan kinerja setiap ASN guna menunjang target kinerja 

yang telah ditetapkan. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dijadikan 

bahan referensi pencapaian kinerja di masing- masing unit kerja pada setdakab 

bireuen.”
45

 

 

 Dari hasil wawancara yang disampaikan informan di atas menunjukkan 

bahwa PNS lewat E-Kinerja dapat menilai dengan baik. Dilihat dari segi 

kuantitas, E-Kinerja dapat mendorong jumlah pegawai untuk meningkatkan hasil 

kerja yang baik dan dengan adanya E-Kinerja mempengaruhi kuantitas pekerjaan 

pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen dengan pencapaian kerja yang 

telah ditetapkan untuk setiap unit kerja. 

 Adapun analisa dokumen peneliti di lapangan pada Analisis Kelembagaan 

pada Sub Kelembagaan dan Analisis Jabatan menunjukkan bahwa “Strategi 

pemantauan langsung pada sistem e-kinerja oleh atasan kepada bawahan adalah 

hal yang baik dan jitu guna mengoptimalkan kuantitas kinerja ASN di setiap unit 

kerja.”
46

 

 Dari wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Organisasi menyebutkan 

bahwa “Strategi dilakukan sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen bahwa 

memantau langsung pada sistem E-Kinerja oleh atasan merupakan hal sangat 

efektif unuk mengoptimalkan kuantitas kinerja pegawainya”.  

 Demikian pula wawancara peneliti dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda 

Sub Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi berkenaan dengan pelaksanaan 

tugas organisasi menyebutkan bahwa “Pekerjaan yang dilakukan ASN setiap hari 
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kerja memiliki target sesuai apa yang dilakukan, hal ini menjadi tolak ukur 

kuantitas pekerjaan yang dilakukan dan diinput pada sistem E-Kinerja”.
47

 

 Dari jawaban yang di kemukakan di atas dapat di katakan bahwa yang 

menjadi tolak ukur untuk mengukur kuantitas pekerjaan adalah target yang telah 

di tetapkan itu sendiri. 

 Jadi berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dilapangan dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen pada aspek Kuantitas kerja sudah baik 

dilihat dari pemberian target kerja di bidangnya masing-masing dan selalu diawasi 

oleh atasan untuk memaksimalkan pencapaian sasaran kerja, namin perlu 

pembinaan lanjutan terhadap peerjaan yang belum mencapai sasaran kerja secara 

personality. 

2. Kualitas Pekerjaan 

 Dalam perkembangan kehidupan secara organisatoris membutuhkan hasil 

yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan indikator kinerja yang didasari pada 

renja, renstra, lakip dan sakip, sehingga mampu menghasilkan kualitas kerja 

maksimal sesuai sasaran kerja yang diinginkan organisasi.  

 Sejalan dengan perkembangan tersebut maka sebagaimana Rasyid Ilyas, dan 

Azis, menyebutkan sebagai berikut: 

Kualitas pekerjaan adalah kehandalan dalam melaksanakan tugas sehingga 

terselesaikan dengan kualitas tinggi, tepat waktu, tuntas dan dengan 

prosedur yang mudah dipahami oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan, termasuk tanggung jawab 
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pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Pekerjaan yang berkualitas 

sangat penting agar karyawan dapat berhasil dalam segala hal”.
48

  

 

Hal ini sejalan dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bagian 

Organisasi Sekretariat Kabupaten Bireun menyebutkan bahwa “Terdapat standar 

kualitas yang diukur/dinilai melalui sistem e-kinerja memiliki standar tersendiri 

dalam penyelenggaran tugas pelayanan publik di lingkungan setdakab. Stadar 

tersebut dinilai oleh masing-masing pimpinan pada unit kerja di setiap ASN 

bertugas.”
49

 

 Dari hasil wawancara dan observasi langsung yang dikatakan informan 

dapat dikatakan bahwa memang standar kualitas yang diukur dan dinilai dari 

sistem E-kinerja mempunyai standar tersendiri yang dapat diukur oleh masing-

masing pimpinan pada unit kerja. 

 Adapun wawancara peneliti mengenai pembekalan yang di berikan kepada 

pegawai terkait E-kinerja, sebagai Analisis Kelembagaan Pada Sub Kelembagaan 

dan Analisis Jabatan, menyebutkan bahwa : 

“Ada, dilakukan pelatihan khusus bagi pegawai untuk pembekalan sistem E-

Kinerja guna menunjang kualitas pegawai. Apalagi kebanyakan dari 

pegawai kan memang orang-orang udah berusia tidak muda lagi, makanya 

harus ada pelatihan pelatihan untuk membekali guna untuk menunjang 

kualitas pegawainya.”
50
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 Dari hasil wawancara di atas bahwa memang selama ini Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen sudah dibekali dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk 

menunjang kualitas dari pegawainya. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Kinerja dalam meningkatkan 

kinerja dalam segi kualitas pegawai memang sudah diupayakan semaksimal 

mungkin mulai dari pembekalan pegawai sampai dengan di pantaunya hasil 

kinerja secara berkala sehingga dapat memperoleh kualitas kerja yang optimal dan 

maksimal. 

3. Ketepatan Waktu 

 Ketepatan waktu adalah tentang kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

aktivitas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sambil tetap menghasilkan 

output yang diinginkan dan memungkinkan untuk alokasi waktu yang efisien 

untuk aktivitas lainnya. Dengan kata lain, ketepatan waktu tidak hanya 

menekankan pada selesainya suatu pekerjaan yang sesuai dengan waktu yang 

telah dijadwalkan, tetapi juga mengutamakan kualitas hasil dan kemampuan untuk 

mengatur waktu dengan efektif untuk berbagai kegiatan yang perlu dilakukan.  

 Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bireuen mengenai capaian target waktu, menyebutkan bahwa: 

“Dalam menyelesaikan pekerjaan ASN untuk membantu mencapai target 

waktu dalam penyelesain pekerjaan dikontrol melalui pengukuran kinerja 

periodic, yang dapat diukur disetiap triwulan berjalan (dalam 1 tahun, ada 

IV triwulan dilakukan pengukuran kinerja secara periodik) sesuai arahan 

dari peraturan menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi)  yang telah ditetapkan.”
51
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 Dan lanjut wawancara dengan Analisis Kelembagaan Sub Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan tentang strategi dalam meningkatkan ketepatan waktu yang di 

nyatakan: 

“Strategi untuk ketepatan waktu melalui penggunaan sistem e-kinerja adalah 

melalui capaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan 

perjanjian kinerja pada awal tahun. Perjanjian kinerja tersebut menjadi tolak 

ukur dalam penyelesaian target yang telah ditetapkan dan akan 

diimplementasikan melalui pelaksanaan kinerja dimaksud, selanjutnya 

dilaporkan secara harian terkait apa saja yang dilakukan pada setiap harinya 

aktifitas ASN pada sistem E-Kinerja, jika tidak direalisasikan, maka 

berimbas pada pendapatan kinerjanya.”
52

 

 Dari hasil wawancara diatas mengenai ketepatan waktu baik dalam 

menyelesaikan tugas tugas bahkan sampai pengimputan data bahwa memang dari 

segi ketepatan waktu sudah begitu baik dan sistematis karena  memang sudah 

dilaporkan secara harian dan di periksa secara triwulan terkait apa saja yang 

dilakukan pada setiap harinya aktivitas pegawai pada sistem E-Kinerja. Karena 

memang kalau pegawai tidak melakukannya akan berdampak pada pendapatan 

kinerjanya. 

4. Kehadiran  

 Kehadiran pegawai merupakan suatu hal penting bagi suatu organisasi 

pemerintah karena ini merupakan salah satu metrik E-Kinerja yang mengukur 

kedisiplinan karyawan untuk tiba tepat waktu. Di setiap instansi pemerintah 

memiliki standar kehadiran yang beraneka ragam sesuai dengan kebijakan 

maupun arahan atasan. Karna memang kehadiran ini sangat berpengaruh terhadap 

penilaian dan pemberian tunjangan.  
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 Adapun wawancara peneliti dengan Analisis Kelembagaan Sub 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, ketika peneliti bertanya tentang pola 

kehadiran yang tidak teratur atau tingkat kehadiran yang tinggi, menyebutkan 

bahwa “Jika pola absensi tidak teratur dan tingginya tingkat ketidak hadiran ASN 

dapat terlihat dari hasil kehadiran dan hasil inputan kinerja ASN yang 

mempengaruhi pendapatan prestasi dan beban kinerja masing-masing ASN.”
53

 

 Dalam aspek kehadiran banyak bagi pegawai yang berdampak, Beberapa 

dampak dari hal tersebut antara lain promosi jabatan dan perpindahan tugas 

berdasarkan keseimbangan posisi untuk pemerataan gaji pegawai negeri sipil di 

negara. Ini juga memfasilitasi pemerintah dalam mengawasi serta mengevaluasi 

keefektifan dan efisiensi bidang kerja.  

 Lanjut wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen ketika peneliti bertanya tentang pemantauan kehadiran yang 

menyebutkan bahwa “Pemantauan E-Kinerja ASN dapat dilakukan oleh kepala 

skpk/atasan masing-masing ASN, pada fitur E-Kinerja ada fitur presensi bawahan 

untuk melihat kehadiran bawahan pada masing-masing ASN.”
54

 

 Apabila seorang ASN tidak melengkapi kehadirannya maka akan dikenakan 

sanksi yang berupa teguran sebagaimana disampaikan oleh Analisis Kebijakan 

Ahli Muda Sub Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bahwa  

“Memotivasi ASN agar hadir melalui rapat kerja terkait kedisiplinan, serta 
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menegur ASN yang tidak berhadir kerja tanpa alasan dan pemberitahuan, 

selanjutnya melalui teguran lisan dan tertulis (SP atau surat peringatan).”
55

 

 Sudah seharusnya setiap pegawai melakukan absensi, selain itu juga dengan 

adanya kemunculan absensi online pada dasarnya dapat mempermudah proses 

merekap kehadiran pegawai jika kita membandingkan dengan cara yang lama 

yakni masih manual (konvensional) dan berkembang dengan yang kita ketahui 

sekarang sistem fingerprint. 

5. Kerja sama  

 Dalam proses pencapaian penerapan suatu sistem E-Kinerja sangatlah 

membutuhkan kerja sama. Kerja sama teamwork mengacu pada upaya bersama 

untuk mencapai target yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini menggambarkan 

berkumpulnya individu-individual yang berbeda-beda untuk mencapai sebuah 

tujuan bersama, bukan untuk kepentingan individu, kepemimpinan, atau 

kelompok tertentu. Yang sangat penting Sebuah tim adalah keinginan untuk 

bekerja sama satu sama lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada.  

 Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bireuen dalam melakukan kerjasama antar bidang sebagaimana disampaikan oleh 

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

bahwa “Upaya yang dilakukan melalui rapat kerja terkait perkembangan kinerja 
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secara periodic oleh masing-masing ASN dan dilaporkan kepada masing-masing 

pimpinan di setiap unit kerja.”
56

 

 Lanjut wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen ketika peneliti bertanya tentang manfaat dari penggunaan 

sistem E-Kinerja dalam meningkatkan Kerjasama antar tim, yang menyebutkan 

bahwa “Manfaat penggunaan E-Kinerja sangat membantu dalam meningkatkan 

Kerjasama antar tim karena memiliki target kinerja setiap ASN yang berbeda guna 

mendukung pencapaian target atasan dan bahkan sampai ke pimpinan daerah.”
57

 

 

 Dengan terciptanya pola komunikasi terbuka yang baik antara pegawai dan 

atasan tentunya dapat meningkatkan penilaian kinerja dan memaksimalkan kerja 

sama. Artinya memberikan tugas kerja secara proporsional kepada setiap 

karyawan untuk mendorong kerja sama, yang berdampak pada hasil kinerja 

karyawan. 

 Penerapan sistem E-Kinerja di Sekretariat Kabupaten Bireuen telah dimulai 

sejak tahun 2022 sejak keluarnya peraturan Bupati Bireuen nomor 8 Tahun 2022. 

Namun, proses penerapan memerlukan perencanaan waktu yang matang agar 

dapat berjalan secara optimal. Tujuan dari sistem E-Kinerja adalah untuk 

mengukur aktivitas kerja dan mencapai target yang ditetapkan bagi karyawan. 

Setiap pegawai menetapkan target kinerjanya berdasarkan rancangan kerja 
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tahunan, yang lalu disetujui dan ditetapkan oleh petugas penilai yaitu yang 

mempunyai wewenang di instansi tersebut. 

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan E-Kinerja 

Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bireuen. 

1. Faktor pendukung  

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia 

 
Gambar 4.3 :  Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Kab. Bireuen 

 

 Dalam pengelolaan instansi memerlukan sumber daya yang berkualitas 

untuk memberikan pelayanan yang baik, karena ini sangat memengaruhi 

perkembangan instansi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas, instansi di 

lingkungan daerah dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bireuen sudah memliki sumber daya manusia yang berkualitas. 
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b. Keamanan 

 
Gambar 4.4 : Halaman Login Aplikasi E-Kinerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen  

 Sistem keamanan yang kini ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

sangat aman karena penyimpanannya melalui filling cabinet, maupun komputer 

dan laptop. Ketika Pegawai Negeri Sipil ingin melakukan absensi dan kegiatan 

harian jelas sangat aman. Mulai dari cara login aplikasi E-Kinerja menggunakan 

username dan password yang telah di atur sendiri oleh masing-masing Pegawai 

Negeri Sipil dan atasan langsung yang memantau dan melakukan approve 

terhadap laporan kinerja harian Pegawai Negeri Sipil yang di input ke dalam 

aplikasi E-Kinerja. Selain itu, ada juga server khusus yang bisa memantau data 

Pegawai Negeri Sipil terkait dengan kehadiran Pegawai Negeri Sipil, kinerja 

Pegawai, kegiatan dinas luar maupun cuti Pegawai Negeri Sipil yang diajukan 

melalui aplikasi E-Kinerja.  
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 Di samping itu Pegawai Negeri Sipil tersebut juga dapat memantau kegiatan 

harian atau kinerja yang telah di input melalui aplikasi E-Kinerja personalnya 

yang terinstal di handphone masing-masing, baik itu terkait dengan pengajuan 

dinas luar, upload surat keterangan sakit dari dokter maupun pengajuan cuti untuk 

mengetahui apakah di tolak atau di terima pengajuan cutinya, berhasil atau belum 

proses pengajuan dinas luarnya. Itu semua dapat di pantau kapanpun oleh Pegawai 

Negeri Sipil melalui aplikasi E-Kinerja yang terinstal di handphone masing-

masing pegawai. Dalam hal ini hanya atasan yang dapat mengetahui segala 

aktivitas inputan setiap pegawai di E-Kinerja, itu di sebabkan karena setiap 

kegiatan yang di ajukan harus di setujui oleh atasan langsung, jika tidak di setujui 

maka inputan kegiatan di aplikasi E-Kinerja akan sia-sia sebab berdampak pada 

pengurangan jumlah tunjangan yang di terima setiap bulan. 

c. Infrastruktur 

 
Gambar 4.5 : Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen 

 

 Dari pengamatan peneliti Infrastruktur dan aplikasi dasar yang ada di 

Sektariat Daerah Kabupaen Bireuen yaitu semua prasarana sudah baik seperti 

perangkat komputer, mesin cetak, alat scan dan perangkat lainnya yang diperlukan 
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untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, untuk menunjang E-Kinerja. Karena 

untuk menuju penerapan yang opimal dan maksimal harus di tunjang dengan 

infrasruktur yang memadai. 

2. Faktor Penghambat 

a. Teknologi 

 
Gambar 4.6 : Halaman Aplikasi E-Kinerja Gagal Memuat Akibat   

Jaringan Di Sekretariat Daerah Kabupatem Bireuen. 

 Dalam penerapan sistem E-Kinerja, jaringan internet memainkan peran yang 

sangat penting. Kebutuhan akan jaringan internet yang tinggi menjadi sangat 

penting, karena tanpa jaringan yang kuat, operasional sistem E-Kinerja dapat 

terganggu. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, keadaan jaringan internet 

tidak sesuai harapan, menyebabkan hambatan dalam penggunaan sistem E-

Kinerja. Masalah utamanya adalah seringnya kegagalan login dan server akibat 

jaringan yang lemah.  untuk menyediakan koneksi internet yang memadai. Karena 

kapasitasnya terlampaui oleh jumlah pengguna, koneksi internet menjadi tidak 
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stabil, seringkali mengalami gangguan yang menghambat penggunaan sistem E-

Kinerja. 

 Faktor teknologi yang menjadi kendala penerapan E-kinerja di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bireuen hanya jaringan yang tidak kondusif dalam pelayanan 

dan tampilan data seperti yang diungkapkan oleh Analisis Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan yang menyatakan bahwa “Faktor pendukung yang 

mempengaruhi E-Kinerja baik adalah, kehadiran serta inputan target kinerja yang 

dilakukan ASN setiap hari kerja, sedangkan faktor penghambat adalah jaringan 

yang kurang kondusif dalam pelayanan dan display data di sistem E-Kinerja.”
58

 

 Memang Faktor jaringan yang menjadi sumber penghambat dalam 

Penerapan E-kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen tapi itu tidak 

menjadi masalah besar bagi instansi karena masih bisa bekerja dengan maksimal 

walaupun jaringan yang kurang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terkait Penerapan E-

Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa Penerapan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bireuen secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan memberikan 

kontribusi yang positif serta meningkatkan dari segi Kualitas, Kuantitas, 

Ketepatan Waktu, Kehadiran maupun Kerjasama  para Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bireuen menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi saat menggunakan 

sistem E-Kinerja dari pada menggunakan metode manual dalam pelaporan 

kinerja. Keunggulan inovatifnya terletak pada penggunaan E-Kinerja sebagai 

sebuah pembaharuan yang masih relevan dan terus digunakan oleh Aparatur Sipil 

Negara hingga saat ini. Penerapan E-Kinerja menjadi monitoring yang lebih 

efektif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara, karena dapat memicu rasa 

tanggung jawab yang lebih besar karena mereka secara tidak langsung dipantau 

dan diawasi oleh atasan melalui sistem tersebut. 

 Adapun faktor penghambat dalam proses Penerapan E-Kinerja dalam 

meningkatkan Kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen seperti 

jaringan internet yang kurang baik pada sistem pelayanan dan display data di 

sistem E-Kinerja dikarenakan jumlah user yang masuk ke dalam wifi tersebut 

melebihi kapasitas sehingga mengakibatkan kendala dalam pengisian hasil E-
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Kinerja. Selain itu terdapat masalah juga pada servernya sehingga kesulitan untuk 

masuk kedalam aplikasi. 

1.2 Saran 

a. Perlu dilakukan peningkatan mutu jaringan di sistem E-Kinerja agar 

pemanfaatan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen bisa 

berjalan secara optimal dan maksimal. 

b. Peneliti menginginkan agar para pengguna E-Kinerja menjadi lebih 

proaktif dalam mendukung pengembangan sistem tersebut dengan cara 

menyuarakan keluhan atau hambatan yang mereka hadapi selama 

penggunaan. Hal ini akan menjadi masukan berharga dalam proses 

pengembangan sistem E-Kinerja, sehingga sistem tersebut dapat 

ditingkatkan menjadi lebih baik. 

c.  Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan pelatihan dan pendidikan secara 

rutin dan teratur kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mereka 

memahami dengan baik cara menggunakan sistem E-Kinerja, termasuk 

fitur-fitur terbaru yang akan diperkenalkan. 

d. Pentingnya pengawasan yang intensif dan konsisten dari atasan terhadap 

bawahannya bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam pelaporan 

kinerja harian, dengan mengaudit hasil kerja pegawai setiap hari. 

e. Harapannya, studi ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya 

yang ingin meneliti lebih dalam mengenai penerapan E-kinerja dalam 

meningkatkan kinerja ASN. karena kemungkinan adanya pembaruan 

sistem jaringan E-kinerja yang akan diperkenalkan oleh Sekretariat 
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Daerah Kabupaten Bireuen. Semoga studi ini dapat menjadi titik awal 

bagi pengembangan lebih lanjut. 
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